
     
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

Perkembangan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus 

dalam pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan 

kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 

1945. Pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang 

kehidupan seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. 

Untuk dapat menciptakan pembangunan ke segala arah yang lebih baik 

dibutuhkan adanya peran serta masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada 

khususnya. Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih 

baik dibutuhkan dana yang cukup untuk memperlancar pelaksanaan program-

program yang telah direncanakan pemerintah. Sumber-sumber penerimaan Negara 

diantaranya adalah berasal dari pajak, kekayaan bumi, bea dan cukai, retribusi, 

iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber 

lainnya. 

Salah satu unsur untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negeri yaitu berupa pajak. Berdasarkan pengelolaan pajak dibagi menjadi 

dua macam, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pendapatan 



     
yang diterima untuk mengisi kas Negara dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. 

Sedangkan Pajak daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan 

perpajakan yang ditetapkan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga 

pemerintah daerah tersebut. 

Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor-kantor 

operasional daerah, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak 

Wajib Pajak Besar atau Large Tax Office (LTO), Kantor Pelayanan Pajak Madya 

atau Medium Tax Office (MTO), Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Small Tax 

Office (STO), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

(KP2KP). Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai dan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), dan Bea Materai. Pajak Daerah 

dikelola oleh permerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota. Pajak Daerah di tingkat provinsi dikelola oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi terdiri dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKM), 

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak 

Rokok. Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/kota terdiri dari 

Pajak hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 

Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 



     
Kota Bandung merupakan salah satu kota pariwisata di Indonesia, hampir 

sebagian besar pendapatan Kota Bandung berasal dari pajak, yaitu berasal dari 

Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak 

Penerangan Jalan Umum, Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air 

Permukaan. Dari tujuh jenis Pajak Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2010 

penyumbang pajak terbesar dari Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp 96,9 

miliar disusul pajak hotel Rp 87,9 miliar. Pajak Reklame merupakan salah satu 

sumber potensi dalam meningkatkan pendapatan Kota Bandung, namun dalam 

upaya mengoptimalkan pajak, seringkali terhalang oleh penunggakan pajak 

khususnya Pajak Reklame. Seperti pada kasus tunggakan Pajak Reklame tahun 

2007 sebesar Rp 4,4 miliar yang merupakan tunggakan pajak tertinggi di Kota 

Bandung, sedangkan sisanya Rp 6 miliar merupakan tunggakan dari empat jenis 

pajak lainnya, seperti Pajak hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan 

Jalan. Hasil ini menjadi fenomena dimana Pajak Reklame merupakan pajak yang 

kontribusinya  ke pajak daerah Kota Bandung hanya menduduki peringkat/urutan 

ke empat setelah Pajak Penerangan jalan umum, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, 

tetapi tunggakannya merupakan yang tertinggi diantara semua pajak daerah Kota 

Bandung. 

Reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan  komersil, dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu 



     
tempat oleh masyarakat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak 

Reklame itu sendiri diatur dalam Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003. 

Dengan dilakukannya perhitungan, pemungutan, dan pelaporan atas 

kewajiban pajak yang tepat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tentunya 

akan menambah kas Negara dan juga kas Daerah. Seperti kita ketahui 

dilingkungan sekitar kita khususnya di jalan-jalan raya sering kita jumpai iklan-

iklan yang berupa papan billboard, spanduk (kain), selebaran (pamflet, flyer, 

poster) yang tentunya dalam pemasangan dikenai pemotongan pajak yang biasa 

disebut reklame. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam 

bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul Tinjauan atas Pelaksanaan 

Perhitungan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas 

Pendapatan Kota Bandung .  

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk lebih mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemungutan dan pelaporan 

pajak reklame maka masalah yang diidentifikasi dalam Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara perhitungan, sistem Pemungutan dan Pelaporan Pajak 

Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Bandung? 



     
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Pendapatan Kota Bandung 

dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak reklame?  

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tata cara Perhitungan, sistem Pemungutan dan Pelaporan 

Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Dinas 

Pendapatan Kota Bandung dalam Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan dan 

Pelaporan Pajak Reklame.  

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak diantaranya: 

1. Penulis 

Berguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata baik secara 

teoritis maupun praktis mengenai Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan dan 

Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.   



     
2. Dinas Pendapatan 

Sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan informasi dan bahan masukan 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa dan 

mengevaluasi lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan 

dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Bandung. 

3. Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi penyusun selanjutnya.  

1.5 Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu analisis 

dengan cara menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang didasarkan 

pada data-data yang diperoleh. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

1. Penelitian Lapangan (field Research) 

Yaitu penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data primer yang diperlukan 

dengan cara : 

a. Obsevasi 

Yaitu memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung 

ke lokasi penelitian. 



     
b. Interview 

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait untuk 

memperoleh data dan keterangan yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas. 

c. Kerja praktik 

Yaitu ikut terlibat langsung dengan bagian yang terkait. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu untuk mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku literature dan 

sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas.  

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik   

Penulis akan melakukan kerja praktik pada Dinas Pendapatan Kota Bandung, 

yang beralamat di Jln. Wastukencana No.2 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan 

terhitung mulai tanggal 1 april 2011 s.d 18 mei 2011     


